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In many countries with developed industries, corporate social responsibility (CSR) is
not a legal obligation, but an action that has ethical and moral dimensions so that its
implementation is voluntary. In Indonesia, corporate responsibility is made a legal
obligation that must be obeyed by the company as contained in Article 74 paragraph
(1) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. In carrying out
its activities, a Limited Liability Company must interact with various components
related to it. In general, there are two components involved in the activities of a Limited
Liability Company, the two components we know as shareholders and stakeholders. A
shareholder is a component related to the internal of the Limited Liability Company,
which in this case is known as the shareholders while what is meant by Stakeholders
are all parties outside the shareholders who are related to the activities of the Limited
Liability Company. The existence of a Limited Liability Company in a community
environment must be able to make a positive contribution to the community
concerned. There are many values and orders that have lived in a society that must be
maintained with the emergence of a new element in their environment

ABSTRAK

Di berbagai Negara yang industrinya maju tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)
bukanlah suatu kewajiban hukum, melainkan suatu tindakan yang berdimensi etis
dan moral sehingga pelaksanaannya bersifat sukarela. Di Indonesia, tanggug jawab
perusahaan dijadikan sebagai suatu kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh
perusahaan sebagaimana dimuat didalam pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor
40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam menjalankan kegiatannya, sebuah
Perseroan Terbatas harus berinteraksi dengan berbagai komponen yang terkait
dengannya. Secara umum ada dua komponen yang terlibat dalam kegiatan Perseroan
Terbatas, dua komponen itu kita kenal dengan shareholder dan stakeholder.
Shareholder adalah komponen yang terkait dengan internal Perseroan Terbatas, yang
dalam hal ini dikenal dengan para pemegang sahan sedangkan yang dimaksud dengan
Stakholder adalah semua pihak diluar para pemegang saham yang terkait dengan
kegiatan Perseroan Terbatas.Peranan dari komponen stakholder sangat menentukan
kelangsungan hidup perseroan Terbatas. Keberadaan sebuah Perseroan Terbetas di
sebuah lingkungan Masyarakat harus mampu memberikan kontribusi positif bagi
masyarakat yang bersangkutan. Ada banyak nilai dan tatanan yang telah hidup di
dalam masyarakat yang harus tetap dijaga dengan munculnya sebuah elemen baru di
lingkungan mereka
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L. PENDAHULUAN

Dalam menjalankan usahanya suatu Perseroan Terbatas tidak hanya mempunyai kewajiban secara
ekonomis saja tetapi mempunyai kewajiban yang bersifat etis. Adanya suatu etika bisnis yang
merupakan tuntunan perilaku bagi dunia usaha untuk bisa membedakan mana yang boleh
dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan, dalam pemenuhan etika dalam berbisnis memang
tidak hanya profit yang menjadi tujuan utama, akan tetapi pemberdayaan masyarakat sekitar juga
harus menjadi tujuan utama bagi perseroan terbatas. Dikarenakan hal itu merupakan salah satu
perwujudan dari GoodCoporate oleh Perseroan Terbatas tehadap Stakeholder. Salah satu usaha yang
dapat dilakukan oleh sebuah Perseroan Terbatas yaitu melaksanakan Corporate Sosial Responsibility
(CSR). Dimana CSR pada 1990-an, menjadi suatu gagasan yang menyita banyak kalangan, dari
masyarakat akademik, lembaga swadaya masyarakat (LSM), sampai para pelaku bisnis. Tidak
mengherankan jika laporan tahunan beberapa Perseroan Terbatas multinasional.

Sebenarnya terdapat beberapa hal yang memotivasi Perseroan Terbatas melakukan CSR.
Penjelasan berikut menggambarkan tiga tahap atau paradigma yang berbeda, yaitu: (1) Tahap
pertama adalah corporate charity, yakni dorongan amal berdasarkan motivasi keagamaan, (2) Tahap
kedua corporate philiantroply, yakni dorongan kemanusiaan yang biasanya bersumber dari norma
dan etika universal untuk menolong sesama dan memperjuangkan pemerataan sosial. (3)Tahap
ketiga adalah corporate citizenship, yaitu motivasi kewargaan demi mewujudkan keadilan sosial
berdasarkan prinsip keterlibatan social.

Dalam peraturan nasional, ketentuan tentang kewajiban sosial dan lingkungan perseroan
terbatas dapat dijumpai dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Terbatas. Ketentuan yang dimaksud termuat dalam Pasal 74 (1) yang berbunyi: “perseroan yang
menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib
melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”.

Saat ini yang menjadi perhatian terbesar dari peran Perseroan Terbatas dalam masyarakt kini
mulai ditingkatkan yaitu dengan peninggalan kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan dan
masalah etika seperti masalah perusakan lingkungan, perlakuan tidak layak terhadap karyawan
dan cacat produksi yang mengakibatkan ketidaknyamanan ataupun bahaya bagi konsumen selalu
menjadi topik utama diberbagai media. Ada berbagai macam bentuk CSR yaitu Community
Development. Community Relation, dan program kemitraan. Dengan bentuk CSR yang coba
ditawarkan dari PT pertamina (Persero) merupakan salah satu bentuk kepekaan perseroan Terbatas
dalam pembangunan social dan pembangunan kepasitas masyarakat sehingga akan menggali
potensi masyarakat lokal menjadi modal sosial perseroan Terbatas untuk berkembang.

Adanya CSR yang mampu dilakukan oleh Perseroan Terbatas dengan tujuan sustainable
development akan menumbuhkan rasa kepercayaan dan kepemilikan oleh masyarakt pada
lingkungan dimana Perseroan Terbatas tersebut berada mengurangi gesekan antara Perseroan
Terbatas dengan masyarakat, dimana jika kita melihat kultur budaya yang ada di Indonesia pada
masyarakat biasanya akan menjadi sungkan jika telah menerima kebaikan dan merasa dipenuhi
sebagai dari hajat hidupnya.

Dengan adanya hal tersebut maka beberapa kasus yang terjadi antara Perseroan Terbatas
dengan lingkungan sekitar dapat diminimalisir sedikit mungkin. Dan tidak perlu lagi kita mendengar
adanya kasus pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Perseroan Terbatas, misalnya pelanggaran
hak untuk hidup (peristiwa bulukumba 7 program CSR tahun 2001-2007 PT.

Pengaturan CSR sudah tercantum di dalam undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (PT) dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman Modal.
Menurut pasal 74 UU No. 40/2007 disebutkan bahwa setiap perseroan yang menjalankan kegiatan
usahanya di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab
sosial dan lingkungan. Jika tidak dilaksanakan maka perseroan tersebut akan dikenakan sanksi
sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas (PT), akan membawa perubahan besar terhadap managemen PT. Dimana
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PT didorong untuk mengelola usahanya secara profesional. Selain itu, dalam UU tersebut Perseroan
Terbatas harus memiliki komitmen tanggungjawab sosial dan lingkungan dalam bentuk
meperhatikan Corporate sosial Responsibility (CSR). Selama ini aturan CSR ini belum termuat dalam
UU sebelumnya, yakni UU No.1 tahun 1995 tentang PT. Dalam UU PT yang baru ini, Perseroan
Terbatas tidak lagi hanya sekedar berbicara Profit, tapi juga kondisi lingkungan, serta pemberdayaan
masyarakat sekitar Perseroan Terbatas.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi literatur. Metode studi literatur adalah
serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan
mencatat, serta mengelolah bahan penelitian (Zed, 2014). Studi kepustakaan merupakan kegiatan
yang diwajibkan dalam penelitian, khususnya penelitian akademik yang tujuan utamanya adalah
mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis. Studi kepustakaan dilakukan oleh
setiap peneliti dengan tujuan utama yaitu mencari dasar pijakan / fondasi utnuk memperoleh dan
membangun landasan teori, kerangka berpikir, dan menentukan dugaan sementara atau disebut
juga dengan hipotesis penelitian. Sehingga para penelitidapat menggelompokkan, mengalokasikan
mengorganisasikan, dan menggunakan variasi pustaka dalam bidangnya. Dengan melakukan studi
kepustakaan, para peneliti mempunyai pendalaman yang lebih luas dan mendalam terhadap
masalah yang hendak diteliti. Melakukan studi literatur ini dilakukan oleh peneliti antara setelah
mereka menentukan topik penelitian dan ditetapkannya rumusan permasalahan, sebelum mereka
terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data yang diperlukan (Darmadi, 2015). Data yang
digunakan berasal dari buku, journal, artikel ilmiah, literature review yang berisikan tentang konsep
yang diteliti

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Csr) Di Indonesia

Di indonesia, CSR semakin menguat setelah dinyatakan dengan tegas dalam UU Perseroan
Terbtas No. 40 Tahun 2007, dimana dalam pasal 74 antara lain diatur bahwa: perseroan yang
menjalankan kegaitan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib
melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan
sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan
diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaanya dilakukan dengan memperhatikan
kepatutan dan kewajiban.

Setiap perseroan melakukan  kegiatan usaha dalam  bidang perekonomian, seperti
perindustrian, perdagangan, perjasaan, dan pembiayaan. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh
perseroan akan berorientasi pada kegiatan bisnis. Apabila sebuah perseroan menjadikan kegiatan
bisnis sebagai kegiatan wutama, maka tujuan utama perseroan untuk mengadakan hubungan
dengan pihak lain adalah mencari keuntungan atau laba (profit oriented). Kegiatan yang dilakukan
oleh perseroan dalam memperoleh keuntungan merupakan tujuan ekonomis yang dilakukan oleh
perseroan dalam mempertahankan eksistensinya dalam dunia bisnis.

Konsep CSR di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang No 25 tahun 2007 tentang
penanaman modal (selanjutnya disebut UU PM), Undang-undang Nomor 40 thaun 2007 tentang
Perseroan Terbats (selanjutnya disebut UU PT), dan peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012
tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan (selanjutnya disebut PP TJSL). Pengaturan terkait
CSR di Indonesia memberikan istilah TangungJawab Sosial Perusahaan (selanjutnya disebut TJSP)
untuk mengimplementasikan CSR di Indonesia. Sedangkan dalam UU PT dan PP TJSL, CSR
diimplementasikan menjadi Tanggung Jawab sosial dan Lingkungan (selanjutnya disebut TJSL).
Sehingga ketika membahas CSR yang dilakukan oleh Perseroan, maka istilah yang digunakan yaitu
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TJSL. Alasan penggunaan istilah TJSL terhadap perseroan karena perseroan merupakan badan
hukum yang telah diatur secara khusus dalam UU PT.
1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Secara global, CSR dilaksanakan masih bersifat sukarela (charity). Payung hukum Perseroan
Terbatas di indonesia pada awalnya diatur dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1995. Dalam
Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 ini belum diatur mengenai CSR. Namun setelah tanggal 16
Agustus 2007, CSR di indonesia telah diatur setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 40
tahun 2007 tentang perseroan Terbatas (UUPT) yang menggantikan Undang-Undang Nomor 1 tahun
1995 tentang perseroan terbats. CSR yang dikenal dalam UUPT sebagaimana yang termuat dalam
pasal 1 ayat 3 yang cantumkan bahwa:

“TanggungJawab Sosial di Lingkungan adalah Komitmen perseroan untuk berperan serta dalam
pembangunan ekonomi bekelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan yang
bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunits setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”

Ketentuan mengenai CSR dalam UUPT disebutkan pula bahwa bagi perseroan yang tidak
melaksanakan CSR akan dikenakan sanksi. Sanksi yang dimaksud bukan saja sanksi yang
dikenakan karena peseroan tidak melaksanakan CSR, selain itu juga dikenakan sanksi apabila
perseroan mengabaikan CSR sehingga perseroan tersebut melanggar aturan-aturan di bidang sosial
yang berlaku.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan

Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tetnang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan
Perseroan Terbtas merupakan peraturan pelaksanaan dari pasal 4 Undang-undang No 40 tahun
2000 tentang perseoran Terbatas. Dalam pasal 2 disebutkan “setiap Perseroan Selaku subjek hukum
mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan’. Hal ini berarti bahwa setiap perseoran yang
telah berbadan hukum yang sah oleh undang-undang mempunyai tanggung jawab sosial dan
lingkungan. Namun dalam hal ini bukan merupakan kwajiban dari perseroan kecuali yang diatur
dalam pasal 3.

Pasal 3 menyatakan “Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 2 menjadi kewajiban bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau
berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang”. Dari kedua pasal daiatas
tampak adanya perbedaan tanggung jawab sosial dan linkungan, dimana dibedakan tanggung jawab
sosial yang bersifat filantroi dan tanggung jawab yang bersifat mandatori.

Dalam pasal 4 ayat 2 terlihat bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan dapat
ditujukan ke Iternal stakeholder purasahaan maupun eksternal stakeholder perusahaan.

3. Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

Untuk mengatasi lemahnya pengelaolaan BUMN, pemerintah telah mengeluarkan UU No 19
tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara/BUMN (selanjutnya disebut dengan UU BUMN) yang
mencoba untuk mengadopsi beberapa prinsip good corporate governance. Hal ini dinyatakan jelas
pada:

Pasal 36 ayat (1) UU BUMN yang menyatakan bahwa

“perum dalam menyelenggarakan usahanya harus berdasarkan pada prinsip pengelolaan
perusahaan yang sehat”

Pasal 5 ayat (3) jo. Pasal 6ayat (3) UU BUMN

“direksi, komisaris dan dewan pengawas dalam melaksanakan tugasnya harus melaksanakan
prinsip-pirnsip profesionalisme, efisiensi, tranparansi, kemandirian, akuntabilitas,
pertanggungjawaban serta kwajaran”.

Pasal 87 ayat (2) UU BUMN

“karyawan BUMN dapat membentuk serikat pekerja sesuai dengan ketentuan peratutran
perundang-undangan.”.

Pasal 88 ayat (1) UU BUMN
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“BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha
kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN”.

Pasl 90 UU BUMN

“BUMN dalam batas kepatutan hanya dapat memberikan donasi untuk amal atau tujuan sosial
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dalam undang-undang No 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara diatur juga
beberapa hal yang dapat dikaitkan dengan CSR, yaitu terdapat pada Pasal 2 ayat (1), dimana
ditenttukan bahwa, maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah: Memberikan sumbangan bagi
pekembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
Mengejar keuntungan; Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau
jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; Menjadi perintis
kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; Turut
aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi
dan masyarakat.

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Dalam undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman Modal (UU Penanaman
Modal) yang mengatur terkait CSR, terdapat pada pasal 15 berbunyi setiap penanaman modal
berkwajiban: Menerapkan prinsip tata kelola peruasahaan yang baik; Melaksanakan tanggungjawab
sosial perusahaan; Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya
keapda Badan Koordinasi Penanaman Modal; Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi
kegiatan usaha penenaman modal; Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dalam pasal 16 UU penanaman Modal dicamtumkan pula kewajiban-kwajiban yang dipenuhi
bagi penanaman modal tersebut, berkewajiban itu adalah; Menerapkan prinsip tata kelola
perusahaan yang baik; Tanggung jawab sosial; Membuat laporan tentang kegiatan penanaman
modal kepada BKPM; Menghormati tradisi budaya masyarakat; dan Mematuhi peraturan
perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal dalam psal 15 butir b jo pasal
17 jo pasal 34 ditegaskan dan diamanatkan bawha setiap penanaman modal berkewajiban
menerapkan prinsip tata kelola perasahaan yang baik dan melaksanakan tanggung jawab sosial
perusahaan, untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan
lingkugan, nilai, norma, dan budaya setempat.

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup

Perwujudan untuk pemenuhan hak atas lingkungan hidup yaitu dengan munculnya undang-
undang Nomor 4 tahun 1982 tentang ketentuan pokok Pengelolaan Lingkungan Hidp yang telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
(UUPLH) dan kemudian diubah lagi menjadi Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Apabila UPPLH ini dikaitkan dengan CSR, maka hak atas
lingkungan memang harus dipenuhi oleh perusahaan. Hal tersebut sesuai dengan pasal-pasal yang
menyangkut CSR dalam UPPLH, yaitu:

1) Pasal 5 ayat (1) ditentukan bahwa, “setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan
hidup yang baik dan sehat”

2) Pasal 6 ayat (2) “setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban
memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup”.

3) Psal 14 ayat (1) “unduk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap usaha dan/atau
kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku keruasakan lingkungan hidup”.

4) Pasal 15 ayat (1) mengatakan bahwa “ setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang
kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib
memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup”.
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5) Pasal 16 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa: (1) setiap penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatan; (2)
penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksdu pada ayat (1) dapat
menyerahkan pengelolaan limbah tersebut kepada pihak lain.

0) Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) (1) setiap penganggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib
melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, ayat (2) pengelolaan bahan berbahaya
dan beracun meluputi: menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan
dan/atau membuang;

7) Pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan
dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup

Secara teoritis pemerintah seharusnya menciptakan para kondisi yang memadai agar
perusahaan dapat beroperasi dengan kepastian hukum yang tinggi. Dalam hal ini, berbagai regulasi
yang ada tidak hanya berfungsi memberikan batasan kinerja minimal bagi perseroan melainkan juga
memberikan pelindungan kepada perseroan yang telah melaksanakan CSR. Selain itu, ketika
regulasi yang dibuat oleh pemerintah telah melindungi kepentingan peseroan, pemerintah juga
memberikan kewajiban kepada perseroan untuk memperhatikan keadaan sosial dan lingkungan
sekitar peseroan. Sehingga perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam tidak
mealksanakan kewajibannya maka sudah seharusnya diberikan sanksi.

Pertanggungjawaban hukum terdiri dari pertanggungjwaban pidana, pertanggung jawaban
perdata, dan pertanggungjawaban administrasi. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk
menentukan apaakah seroang terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tidak pidana yang
terjadi atau tidak.

Bentuk-Bentuk Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas (Pt) Yang Diatur Dalam Undang-Undang

Perseroan Terbatas

1) Tinjauan Umum Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas

Konsep Corporate Social Responsibilty (CSR) memberikan wajah baru bentuk kepedulian
perusahaan terhadap masyarakat dengan alasan bahwasanya kegiatan produksi langsung maupun
tidak membawa dampak for better or worse bagi konsidi lingkungan dan sosial ekonomi disekitar
perusahaan beroperasi. Selain itu, pemilik perusahaan sejatinya bukan hanya shareholders
(komponen yang terkait dengan internal perusahaan) yakni para pemegang saham melainkan pula
stakholder, yaitu semua pihak diluar pada pemegang saham yang terkait dan berkepentingan
terhadap eksistensi perusahaan.

Pemberlakuan CSR notabene meperkuat posisi perusahaan disebuah kawasan, melalui jalinan
kerja sama antara stakholder yang dipasilitasi oleh peruahaan melalui penyususnan berbagai
program perkembangan masyarakat sekitar, atau dalam pengertian, kemampuan perusahaan
beradaptasi dengan lingkungan, komunitas dan stakholder yang terkait dengan perusahaan baik
lokal, nasional maupun global karena pengembangan Corporate Social Responsibility kedepan
mengacu pada konsep pembangunan yang berkelanjutan (sustainability development).

Di Indonesia pengaturan terhadap tanggungjawab sosial perusahaan (Corporate Social
Respontcibility) atau yang lebih dikenal dengan CSR, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40
tahun 2007 tentang perusahaan terbatas dan didalam Undang-Undang Penanam Modal. Konsep
CSR yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan sebuah konsep
pertanggungjawab sosial dari perusahaan terhadap lingkungannya, yang dilakukan pada
hakikatnya bukan merupakan kewajiban hukum  perusahaan, tetapi merupakan
pertanggungjawaban moral yang harus dilakukanoleh perusahaan.

Tanggung jawab sosial perusahaan terdiri atas empat dimensi tanggung jawab yaitu, ekonomi
hukum, etika dan philanthropis. Dari persfektif ekonomi, semua perusahaan harus
bertanggungjawab kepada Shareholder, karyawan dan masyarakat sekelilingnya dalam hal
pendapatan karyawan dan tersedianya pekerjaan. Tanggung jawab hukum adalah perusahaan
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harus tuntuk dan mematuhi peraturan yang berlaku. Kedua tanggungjawab disebut diatas

merupakan tanggung jawab etika dan kegiatan philantrophis.

2) Bentuk-Bentuk Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas Secara Umum.

Dunia usaha bukan lagi sekedar kegiatan ekonomi untuk meciptakan profil demi kelangsungan
usaha. Melainkan juga tanggung jawab terhadap sosial dan lingkungannya. Pemikiran yang
mendasari hal ini adalah bahwa perusahaan yang sehat secara pinancial sekali pun tidak menjamin
perusahaan tersebut dapat terus eksis apalagi bertumbuh. Fakta menunjukkan bahwa masyarakat
sekitar memiliki kekuatan yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi eksistensi perusahaan.
Semakin tidak baik citra perusahaan di tengah masyarakat semakin kondusip pula iklim usaha bagi
perusahaan.

Menurut Widjaja dan Pratama keuntungan dari penerapan Corpporate Social Responsibility
yakni: Mempertahankan dan mendongkrak reputasi dan brand image perusahaan; Layak
mendapatkan Social Licence to operate; Memproduksi resiko bisnis peruahaan; Melebarkan akses
sumber daya; Membentangkan akses menuju market; Mereduksi biaya; Memperbaiki hubungan
dengan stakholder; Memperbaiki hubungan dengan regulator; Meningkatkan semangat dan
produktivitas karyawan; Peluang mendapat penghargaan.

3) Bentuk-Bentuk Tanggungjawab Sosial Perseroan Terbatas Menurut UU Perseroan Terbatas

Diindonesia, pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan oleh perusahaan-
perusahaan yang melakukan praktek bisnis dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. Perusahaan yang sudah menempatkan program tanggungjawab sosial perusahaan pada strategi
inti dan tanggung jawab bisnisnya. Tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya dianggap
sebagai keharusan, tetapi kepentingan perusahaan (modal sosial).

b. Peruahaan yang menilai program tanggungjawab sosial perusahaan akan memberikan dampak
positif terhadap usahanya karena merupakan investasi.

c. Perusahaan peringkat merah yang melalui melaksanakan program tanggungjawab sosial
perusahaan, dimana pelaksanaannya masih dipandang dapat mengurangi laba perusahaan.

d. Perusahaan peringkat hitam, dimana kegiatannya mengutamakan kepentingan bisnis, tidak
peduli aspek persekitaran dan aspek sosial disekitarnya.

Berdasarkan undang-undang Perseroan Terbatas, tidak jelas disebutkan bentuk dari
pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, hanya saja diserahkan langsung kepada perseroan
yang disesuaikan dengan undnag-undang dan peraturan pemerintah yang terkait dengan CSR. Akan
tetapi jika merujuk kepada beberapa pendapat ahli, maka dapat dikelompokkan beberapa bentuk
kegiatan CSR yang dapat dilakukan antara lain dengan 4 model yakni:

a. Terlibat langsung. Dalam melaksanakan program CSR, perusahaan melakukannya sendiri tanpa
melalui perantara atau pihak lain. Pada model ini perusahaan memilik satu (1) bagian tersendiri
atau bisa juga digabungn dengan orang lain yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan
sosial perusahaan termasuk CSR.

b. Melalui Yayasan Atau Organisasi Sosial Perusahaan. Perusahaan mendirikan yayasan sendiri
dibawah perusahaan atau groupnya. Pada model ini biasanya perusahaan sudah menyediakan
dana khusus untuk digunakan secara teratur dalam kegiatan yayasan. Contoh yayasan yang
didirikan oleh perusahaan sebagai perantara dalam melakukan CSR ataralain; Danamon,
samporna fondation, kemudian PT. Astra Internacional yang mendirikan Politeknik Manufaktor
Astra dan Unilever peduli Fondation (UPF).

c. Bermitra dengan pihak lain. Dalam menjalankan CSR perusahaan menjalin kerja sama dengan
pihak lain seperti lembagai sosial non pemerintah, lembaga pemerintah, media massa dan
organisasi lainnya. Seperti misalnya Bank Rakyat Indonesia yang memiliki program CSR yang
terintegrasi dengan strategi perusahaan bekerjasama dengan pemerintah mengeluarkan produk
pemebrian kredit untuk rakyat atau yang dikenal dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Contoh lain
adalah kerjasama perusahaan dengan lembaga-lembaga sosial seperti Dompet Dhuafa, Palang
Merah Indonesia.
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d. Mendukung atau bergabung dengan suatu konsorsium. Perusahaan turut mendirikan, menjadi
anggota atau mendukung lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu.
Dalam melakukan CSR, tentunya perusahaan memiliki alasan diantaranya: Alasan sosial;
Alasan Ekonomi dan Alasan Hukum

IV. KESIMPULAN

Bagi perusahaan, pelaksanaan Corporate Social Respocibility memiliki manfaat dalam hal
penguatan modal sosial dan kerekatan sosial baik dalam jangka pendek, menengah, dan jangka
panjang. Dalam jangka pendek, aktivitas Corporate Social Respocibility memberi manfaat bagi
perusahaan dalam beberapa bentuk. Manfaat yang pertama adalah citra positif sebagai perusahaan
yang peduli dan bertanggung jawab terhadap kondisi masyarakat yang ada disekitarnya. Dengan
masyarakat dan inpestor yang semakin kritis terhadap kinerja perusahaan, citra positf tentunya
menjadi hal penting bagi kelangsungn perusahaan. Masyarakat cenderung ingin membeli produk
dari perusahaan yang memiliki reputasi baik, demikian juga inpestor ingin menanamkan uangnya
pada perusahaan yang bertanggung jawab.

Bagi masyarakat, programCorproate Social Responcibility yang dialkukan perusahaan
memberikan manfaat baik bagi mereka yang menerima manfaat secara langsung maupun secara
tidak langsung. Dalam konteks pengembangan sumber daya manusia, perusahaan dapat
memberikan kemanfaatan kepada masyarakat, misalnya melalui pelatihan keterampilan maupun
magang yang disediakan. Keberdaan perusahaan juga berperan sebagai dinamisator kehidupan
masyarakat setempat. Perushaan juga memberikan manfaat dalam penyerapan tenaga kerja lokal,
setelah sebelumnya tenaga kerja tersebut dilatih melalui pelatihan.

Manfaat dari Aktivitas Corproate Social Responcibility yang memperkuat kerekatan sosial
bukan hanya tercipta untuk perusahaan sendiri atau masyarakat sendiri, tetapi juga untuk
hubungan antara perusahaan dengan masyarakat. Selain masyarakat mendapat manfaat dan
perusahaan mendapat manfaat hubungan antara keduanya semakin baik, dan ini berimbas pada
munculnya bentuk-bentuk kerjasama baru. Manfaat jangka pendek bagi hubungan perusahaan
masyarakat adalah didapatnya izin sosial untuk beroperasi sebuah perusahaan. Seringkali
perusahaan lupa bahwa izin beraktifitas bukan hanya perlu didapat dari pemerintah tetapi juga
darimasyarakat sekitar. Dengan adanya izin sosial ini, perusahaan dapat menjalankan aktivitasnya
dengan baik dan lebih jelas. Izin sosial didapat dengan melakukan kedekatan dan membangun
kesepakatan dengan kelompok masyarakat yang lain.

Umumnya kegiatan-kegiatan CSR yang saat ini mulai berkembang dibumi Indonesia masih
merupakan kegiatan yang bersifat pengabdian kepada masyarakat ataupun lingkungan yang berada
tidak jauh dari lokasi tempat dunia usaha melakukan kegiatannya. Namun hal ini adalah langkah
awal positif yang perlu di kembangkan dan diperluas hingga benar-benar dapat dijadikan kegiatan
tanggung jawab sosial perusahaan yang benar-benar sustainable.
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